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PERATURAN BUPATI CIREBON 
NOMOR 07 T AHUN 2006 

TENTANG 

PENJ ABARAN PERHITUNGAN ANGGARAN PEND APA TAN DAN BELANJ A DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2005 

BUP A TI CIREBON 

D 
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Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten 
Cirebon Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005, maka perlu 
disusun Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2005; 

b. bahwa Penjabaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah­ 
daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat ( Berita 
Negara tanggal 8 Agustus 1950) ; 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985 tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) ; 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 Tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569 ); 

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3685) ; 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997 tentang 
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3688); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi. Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3851); 
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7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4048 ); 

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286 ); 

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355 ) ; 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437); 

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 201, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 4021); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 
tentang Tata Cara Pertangggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027); 

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang 
Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
118. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138 ): 

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 I 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4139): 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 
Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4165); 
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Memperhatikan 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 
Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Republik Indonesia, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2) ; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tahun 2004 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 110 Seri 
E.17) 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2005 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 64 Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 75 Seri 
E.13); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor Tahun 2006 tentang 
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2005 ( Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006, Nomor 11 
Seri E2). 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata 
Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata 
Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah ; 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
ANGGARAN 2005 

PENJ AB ARAN PERHITUNGAN 
BELANJA DAERAH TAHUN 

Pasal 1 

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 
terdiri atas : 

1 . Pendapatan 
a. Setelah Perubahan Rp 
b. Berambah Rp _,.._ _ 

Jumlah Realisasi Pendapatan Rp 619.210.419.790,32 

611.846.279.533,59 
7.364.140.256,73 



Belanja 
a. Setelah Perubahan Rp 636.799.733.400,00 
b. Berkurang Rp (20.555.793.217,68) -�--------'- 

Ju rnl ah Realisasi Belanja 
Surplus 

Rp 616.243.940.182.32 
Rp 2.966.479.608,00 

2. Pembiayaan 
a. Penerimaan 

1. Setelah Perubahan 
2. Bertambah 

Rp 31.170.703.466,41 
Rp 58.236.579,00 

Jurnlah Realisasi Pendapatan Rp 31.227 .940.046.41 

b. Pengeluaran 
1. Setelah Perubahan 
2. Bertambah 

Rp 6.217.249.600,00 
Rp 27.977.170.054,41 

Jurnlah Realisasi Pengeluaran 
Jumlah Realisasi Pembiayaan 

Pasal 2 

Rp 34.194.419.654.4 l 
Rp (2.966.479.608.00) 
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Penjabaran Realisasi APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Peraturan 
1m1. 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon. 

Ditetapkan di : S U MB ER 
pada tanggal : 28 h.0% --- 

Diundangkan di Sumber 

pada tanggal 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON 

NUNUNG SANUHRI 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2006 NOMOR.O..SERI E 


